
Menimbang

Mengingat

KOHSl/.. KEDOKTERAN INDONESiA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN

PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

a. bahwa penegakan Disiplin Dokter dan Dokter Gig. sebagai

bagian dari upaya memberikan perlindungan bagi Dokter

dan Dokter Gigi serta masyarakat;

b. bahwa tata cara pencgakan Disiplin Dokter dan Dokter

Gigi yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter

dan Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan penerapan

prinsip efektivitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b serta un t.uk mclaksanakan

kctcntuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedckteran, perlu menetapkan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara

Pcnanganan Kasus Dugaan Pclanggaran Disiplin Dokter

dan Dokter Gigi;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahuri 2004 tentang Praktik

Kedckteran [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun

2004 Nomor ] 16, Tambarian Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4431);

2. Peraturan ...
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2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

353);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANKONSILKEDOKTERANINDONESIATENTANG

TATACARAPENANGANANKASUSDUGAANPELANGGARAN
DISIPLINDOKTERDANDOKTERGIG!.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanKonsil KedokteranIndonesiaini yangdimaksud dengan:

l. Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah aturan-aturan dan/ atau
ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan Praktik

Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/ atau

pelayanankesehatantermasukbakti sosialyangharus diikuti olehDokter
dan Dokter Gigi.

2. PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah pelanggaranaturan-
aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam

pelaksanaan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan/ atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial yang

hams diikuti olehDokter dan Dokter Gigi.

3. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya

kesehatan.

4. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

Republik Indonesiasesuaidenganperaturan perundang-undangan.

5. Teradu adalah Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki Surat Tanda
Registrasiyang diadukan karena diduga melakukan PelanggaranDisiplin

Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia.

6. PendampingTeradu adalahorangyangmendamptngt Teraduberdasarkan

surat kuasa untuk proses persidangan disiplin di Majehs Kehormatan
Disiplin KedokteranIndonesia.

7. Pengadu...
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7. Pengaduadalahsetiaporangatau korporasi (badanhukum) yang:

a. mengetahut (menyaksikan dan/ atau memiliki kewenangandengan
alat buktt) adanya dugaan PelanggaranDisiplin Dokter atau Dokter
Gigi; dan/ atau

b. kepentingannya dirngtkan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi
dalam menjalankan Praktik Kedokteran dan kepentingan tersebut
tidak dimaksudkanuntuk penyelesaianatastuntutan ganti rugi.

8. Kuasa Pengaduadalah orang yang mewakili Pengaduberdasarkansurat
kuasa untuk proses penegakandisiplin di Majelis Kehormatan Disiplin
KedokteranIndonesia.

9. Peristiwa yang Diadukan adalah perbuatan atau tindakan Dokter atau
Dokter Gigi yang diduga melakukan PelanggaranDisiplin Dokter atau
Dokter Gigi.

10. Pengaduan adalah aduan yang terkait dugaan Pelanggaran Disiplin
Dokter dan Dokter Gigi.

11. Ahli adalah Dokter, Dokter Gigi, dan/atau karena kedudukan atau
jabatannya yang ditunjuk oleh Majelis Pemeriksa Disiplin untuk
memberikanketerangansesuaidenganbidang keilmuan kedokteranatau
kedokteran gigi, atau tugas atau fungsi jabatannya terkait dengan
penanganankasus dugaanPelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi.

12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk proses
penegakan disiplin di sidang Majelis Kehormatan Dtsiplin Kedokteran
Indonesiatentang suatu Pertstrwa yang Diadukan yang ia dengarsendiri,
ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

13. Surat Tanda Registrast Dokter dan Dokter Gtgi, yang selanjutnya
disingkat STRadalahbukti tertulis yang diberikan olehKonsil Kedokteran
IndonesiakepadaDokter dan Dokter Gigiyangtelah diregistrasi.

14. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya dtsingkat SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan
menjalankanPraktik Kedokteransetelahmemenuhipersyaratan.

15. Investtgastadalah kegiatan pencarian dan pengumpulandata, informasi,
dan temuan lainnya yangterkait denganPengaduan.

16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kesehatan.

17. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah
suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen,
yang terdiri atas Konsil Kedokterandan Konsil KedokteranGigi.

18. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang se1anjutnya
dtsmgkatMKDKIadalahlembagayangberwenanguntuk menentukanada
tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam
penerapandisiplin ilmu kedokterandan kedokterangigi dan menetapkan
sanksi.

19. Majelis Pemeriksa Disiplin, yang selanjutnya disingkat MPD adalah
majells pada MKDKIyang berwenanguntuk memeriksadan memutuskan
kasus dugaanPelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gtgi.

20. Sekretariat ...
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20. SekretariatKKI adalah satuan kerja di lingkungan SekretariatJenderal

KementerianKesehatanyangberfungsimembantupelaksanaantugasdan

wewenangKKl danMKDKl.

21. PetugasKhusus adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan

SekretariatKKl dan diangkat berdasarkanKeputusanKetua KKl untuk

rnelakukanpenerirnaanPengaduari,klarifikasi, Inveatigaei, clanpanitera

persidangan.

22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat

pemerintahandaerahsebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah.

23. OrganisasiProfesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan
PersatuanDokterGigi Indonesiauntuk DokterGigi.

24. KolegiurnKedokteranIndonesiadan KolegiumKedokteranGigi Indonesia

yang selanjutnya disingkat Kolegtumadalah badan yang dibentuk oleh

Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang
bertugasmengampucabangdisiplin ilmu tersebut.

Pasa12

PenegakanDisiplin DokterdanDokterGigibertujuan untuk:

a. melindungtmasyarakatdari tindakan yang dilakukan Dokter dan Dokter

Gigiyangtidak kompeten;

b. meningkatkan mutu pe1ayanankesehatanyang diberikan Dokter dan

DokterGigi;dan

c. menjagakehormatanprofesikedokterandankedokterangigi.

BAB 11

PENGADUAN

BagianKesatu

Umum

Pasal3

(I) Setiap orang atau korporasi (badan hukum) yang mengetahui atau
kepentingannyadirugtkan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigl dalam
menjalankan Praktik Kedokterandapat me1akukanPengaduankepada

MKDKl.

(2) Pengaduansebagaimanadimaksudpadaayat (I) dapatdilakukan secara:

a. tertulis; dari/atau

b. lisan.

Pasal4 ...
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Pasal4

Pengaduansecara tertulis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a ditujukan kepadaKetuaMKDKIdengancara:

a. disampaikanlangsungmelaluiPetugasKhusus;atau

b. pcngirimansurat.

Pasa15

(1) Pengaduansecaralisan sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 ayat (2)
huruf b dilakukan dalamhal Pengaduatau KuasaPengadutidak mampu
membuatPengaduansecaratertulis.

(2) Pengaduansecaralisan sebagaimanadimaksudpadaayat (1)dilakukan di
kantor MKDKImelaluiPetugasKhusus.

(3) Petugas Khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (2) membantu
pembuatanPengaduansecaratertulis dan meminta tanda tangan atau
capjempolPengaduatau KuasaPengadu.

BagianKedua

PenyampaianPengaduan

Pasal6

(1) Dalam menyampaikanPengaduan,Pengadudapat melakukannyasecara
langsungatau melaluiKuasaPengadu,

(2) PenyampaianPengaduansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dilakukan
denganmengistformulir Pengaduan.

(3) Formulir sebagaimanadimaksudpadaayat (2)ditetapkanolehMKDKI.

Pasa17

PengaduankepadaMKDKIhanyamerupakanPelanggaranDisiplin Dokterdan
Dokter Gigi, dan bukan merupakan pengaduanpidana, perdata, maupun
etika.

Pasa18

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi
persyaratan:

a. orang atau badan yang mengadukan,Dokter atau Dokter Gigi yang
diadukan, dan Peristiwa yang Diadukan harus memenuhi kriteria
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4,
angka5, angka6, angka7, angka8, angka9;

b. Peristiwa yang Diadukan terjadi setelah diundangkannya
Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
pada tanggal 6 Oktober2004;

c. Peristiwa...



- 6 -

c. Pertsttwa yang Diadukan tidak dimaksudkan untuk penye1esaianatas
tuntutan ganti rugi:

d. Peristiwa yang Diadukan yang terjadi pada masa peralihan sebelum
terbentuknya MKDKI dan sete1ah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tanggal
6 Oktober 2004 belum pernah diadukan dan/ atau diperiksa oleh dinas
kesehatan provinsi;

e. Peristiwa yang Diadukan dengan Teradu yang sama be1um pernah
disidangkan oleh MKDKI/MKDKI -P;

f. keterangan atau informasi dalam Pengaduanharus memuat:

1. identitas Pengadu,meliputi:

a) nama lengkap:

b) alamat lengkap:

c) nomor kontak (telepon, faksimili, atau alamat surat elektronik
yang dapat dthubungt (jika ada));dan

d) kedudukan (hubungan dengan pasien);

2. identitas pasien (jika terkait dengan hubungan profesional antara
Dokter dan pasien], meliputi:

a) nama lengkap;

b) tanggallahir (usia);

c) alamat lengkap: dan

d) jenis kelamin;

3. nama dan alamat tempat praktik Dokter atau Dokter Gtgt yang
diadukan, meliputi:

a) nama Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan;

b) STR dan/atau SIP Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan Uika
mengetahui); dan

c) alamat lengkap tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi yang

diadukan:

4. waktu tindakan dilakukan;

5. tempat tindakan dilakukan;

6. alasan Pengaduan;

7. kronologts Peristiwa yang Diadukan;

8. nama Saksi-Saksi dan keterlibatannya [jika ada).

Pasa19

(1) Untuk data pendukung Pengaduan, Pengadu atau Kuasa Pengadu
memberikan:

a. bukti identitas diri;

b. alat bukti yang dimiliki;

c. pernyataan ...
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c. pernyataan tentang kebenaran Pengaduan bagi Pengaduan yang
disampaikan oleh selain dari Menteri, kepala dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota, OrganisasiProfesi,dan KKJ;dan

d. pernyataanpersetujuanuntuk membukarahasia medispasiendalam
rangka penangananPengaduandi MKDKI.

(2) Pemberian data pendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dapat dilakukan setelahPengaduanterdaftar di MKDKI.

Pasall0

( I) Dalam rangka penanganan Pengaduanoleh MKDKI, rumah sakit atau
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib menyerahkan rekam medis
sesuaipermintaan tertulis dari MKDKI.

(2) MKDKI akan melaporkan rumah sakit dan/ atau fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya yang tidak menyerahkan rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) kepada pihak yang memberikan izin
penyelenggaraanrumah sakit dan/ atau fasilitas pe1ayanankesehatan
lainnya tersebut dengan ditembuskan kepada Badan PengawasRumah
Sakit Indonesiadan BadanPengawasRumahSakit Provinsi.

BagianKetiga

Verifikasi dan Klarifikasi

Pasal11

(1) Verifikasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan, kebenaran, dan
kelengkapanberkasPengaduan.

(2) Verifikasi dilakukan untuk memperjelashal-hal yang diadukan, identitas
Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan, waktu, dan tempat kejadian
dugaan Pe1anggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi, dan alasan
Pengaduan.

(3) Verifikasi dilakukan olehPetugasKhusus.

Pasal12

(1) Dalam melakukan verifikasi, PetugasKhusus dapat meminta kelcngkapan
atas kekurangan dokumen Pengaduan kepada Pengadu atau Kuasa
Pengadu.

(2) Untuk kepentinganverifikasi, pihak-pihak yang terkait harus memberikan
informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang
diadukan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

Pasal13

(1) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan oleh Kuasa Pengadu atau
Pengaduan yang disampaikan melalui surat, Petugas Khusus dapat
meminta Pengadudatangsecaralangsungke kantor MKDKI.

(2)Pelaksanaan. . .
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(2) Pelaksanaanketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan
seizinPimpinanMKDKIdan dalamrangkakeperluanklarifikasi.

BABIII

PEMERIKSAANAWAL

Pasal14

(1) PemeriksaanawaldilaksanakanterhadapPengaduandugaanPelanggaran
Disiplin Dokterdan DokterGigiyangtelah diklarifikasi.

(2) Pemeriksaanawal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
sekurang-kurangnya3 [ttga)orangAnggotaMKDKIyang ditetapkan oleh
KetuaMKDKI.

(3) Penetapananggotasebagaimanadimaksudpadaayat (2)dilakukan secara
bergantiandan dituangkandalamsurat tugas.

(4) Pemeriksaan awal dilakukan untuk menentukan Pengaduan telah
memenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal8.

Pasal15

(1) Padapemeriksaanawal, AnggotaMKDKI sebagaimanadimaksud dalam
Pasal14ayat (2)memutuskan:

a. Pengaduantidak dapatditerima:

b. Pengaduanditolak; atau

c. Pengaduanditerima.

(2) Jika pelaksanaanketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)belum
dapat menghasilkan keputusan, penanganan Pengaduan dilanjutkan
padaprosespemeriksaandisiplin.

(3) Pengaduantidak dapat diterima sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
apabila:

a. orang atau korporasi (badan hukum) yang mengadukan tidak
memenuhi kriteria Pengadu atau Kuasa Pengadu sebagaimana
dimaksuddalamPasal1angka7 atau angka8;

b. keteranganatau informasi dalamPengaduantidak lengkapatau tidak
memenuhikriteria sebagaimanadimaksuddalamPasal8 huruf f;

c. Pengaduatau KuasaPengadudan/atau Teradutidak dapat diketahui
atau ditelusuri keberadaannyasetelahdiusahakan3 [tiga)kali dalam
waktu paling lama3 (ttga)bulan sejakPengaduanditerima di MKDKI.

(4) Pengaduanditolak sebagaimanadimaksudpadaayat (1)apabila:

a. Dokteratau DokterGigiyangdiadukantidak terregistrasidi KKI;

b. PeristiwayangDiadukanterjadi sebelumtanggal6 Oktober2004;

c. Peristiwa yang Diadukan terjadi pada masa peralihan sebelum
terbentuknya MKDKI dan telah diperiksa oleh dinas kesehatan
provinsi;dan/atau

d. Peristiwa...
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d. Peristiwa yang Diadukan dengan Teradu yang sama telah
disidangkan dan mendapat Keputusan MKDKI/MKDKI-P yang
bersifat final dan berkekuatantetap.

Pasal16

Petikan keputusan pada pemeriksaan awal sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal Pengaduantidak dapat
diterima atau Pengaduan ditolak disampaikan oleh Petugas Khusus kepada
Pengaduatau KuasaPengadudan dilaporkankepadaKetuaKKI.

Pasal17

TerhadapPengaduantidak dapat diterima sebagaimanadimaksud dalamPasal
15 ayat (1) huruf a, Pengadu yang sama atau Kuasa Pengadunyadapat
mengadukankembali PengaduanyangsamakepadaMKDKIsetelahmemenuhi
ketentuan persyaratan Pengaduansebagaimanadimaksud dalam Peraturan
KKI ini.

Pasal18

TerhadapPengaduanditolak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf b, Pengaduanyangsamatidak dapatdiadukan kembali kepadaMKDKI.

Pasal19

TerhadapPengaduanditerima sebagaimanadimaksud dalam Pasal15 ayat (1)
huruf c dan/ atau Pengaduanyang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),MKDKI
melanjutkan penangananPengaduanke prosespemeriksaandisiplin.

BABIV

PENCABUTANPENGADUAN

Pasal20

(1) Terhadap Pengaduanditerima sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf c, Pengadu atau Kuasa Pengadu dapat melakukan

pencabutanatau pembatalansebelumInvestigasi.

(2) Permohonan pencabutan atau pembatalan Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengaduatau Kuasa Pengadu
kepadaKetuaMKDKI.

(3) Ketua MKDKI menetapkan keputusan pencabutan Pengaduan
berdasarkanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2).

(4) Keputusan pencabutanPengaduansebagaimanadimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu dan dilaporkan
kepadaKetuaKKI.

Pasal21 ...
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Pasa121

TerhadapPengaduanyang telah diputuskan dicabut dan dibatalkan, Pengadu
atau KuasaPengadutidak dapat mengadukankembali Pengaduanyang sama
kepadaMKDKI.

BABV

PEMERlKSAAN DISIPLIN

BagianKesatu

Umum

Pasa122

(1) MPD melakukan pemeriksaan disiplin terhadap Pengaduan dugaan
PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi yang telah diputuskan
diterima sebagaimanadimaksud dalamPasal19.

(2) Pemeriksaan disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menentukan ada tidaknya PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter
Gigiyang diadukan.

BagianKedua

MajelisPemeriksaDisiplin

Pasa123

(1) KeanggotaanMPD pada MKDKI ditetapkan dengan Keputusan Ketua
MKDKI.

(2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
sekurang-kurangnya 3 (ttga) orang Anggota MKDKI dan sebanyak-
banyaknya5 [lima] orangAnggotaMKDKI.

(3) Keputusan Ketua MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan salah satu Anggota sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
sebagaiKetuaMPDmerangkapAnggotaMPD.

(4) Susunan keanggotaanMPD disesuaikan dengan profesi Teradu, dengan
ketentuan:

a. jika TeraduadalahDokter,mayoritasAnggotaMPDadalahDokter;

b. jika Teradu adalah Dokter Gigi, mayoritas Anggota MPD adalah
Dokter Gigi.

(5) Salahsatu AnggotaMPDpadaMKDKIberasaldari unsur sarjanahukum.

(6) Jika Anggota MPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berhalangan
dalam me1aksanakantugas, Ketua MKDKl dapat menetapkan Anggota
pengganti.

Pasa124...
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Pasal24

(1) Untuk me1aksanakantugas pemeriksaandisiplin sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 22, MPD dibantu oleh PetugasKhusus sebagaipanitera
persidangan.

(2) Panitera persidangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan
olehKetuaMKDKI.

(3) Paniteramempunyaitugas:

a. menerima pengaduan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
MKDKI;

b. paniteradalampersidangan;

c. me1akukanInvestigasiberdasarkanpenugasanMPD;

d. menyelenggarakanadministrasipersidangan;

e. membantuMPD;

f. menyusun laporan Investtgasi, rancangan ringkasan (resume),
rancangankeputusan.

(4) Jika panitera persidangan berhalangan me1aksanakantugas, Ketua
MKDKIdapatmenunjuk paniterapengganti.

Pasal25

(1) MPD dapat memutuskan Pengaduantidak dapat diterima, Pengaduan
ditolak atau penghentianpemeriksaan.

(2) MPD dapat memutuskan Pengaduantidak dapat diterima sebagaimana
dimaksudpada ayat (1)dilakukan sesuaidenganketentuan sebagaimana
dimaksuddalamPasal15ayat (3).

(3) MPDdapatmemutuskanPengaduanditolak sebagaimanadimaksudpada
ayat (1)apabila:

a. alasan sesuai dengan ketentuan sebagairnariadimaksud dalam
Pasal15ayat (4);

b. Peristiwa yang Diadukan tidak terkait dengan Praktik Kedokteran
atau tidak ada hubungan profesional antara Dokter dan pasien;
dan/atau

c. Peristiwayang Diadukan tidak termasuk dalam bidang Pelanggaran
Disiplin Dokterdan DokterGigi.

(4) MPDdapatmemutuskanpenghentianpemeriksaanapabila:

a. Teraduberhalangantetapkarenasakit berdasarkansurat keterangan
yangsah;

b. Teradumeninggaldunia; dan/atau

c. minimal 2 (dua)alat bukti sesuaiketentuandalamPeraturanKKI ini
tidak terpenuhi.

BagianKetiga . . .
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Bagian Ketiga

Investigasi

Pasal26

(1) Investigast dilakukan oleh panitera atau PetugasKhusus dapat bersama

dengan penyelia medis atas perintah Ketua MPD untuk mengumpulkan

informasi dan alat bukti yang berkaitan denganPeristiwayang Diadukan.

(2) Penyeliamedis berasal dari Anggota MKDKI yang telah dinilai oleh Ketua

MPD memiliki kompetensi sesuai dengan Peristiwa yang Diadukan yang
akan diinvestigasi.

(3) Dalam melakukan Investigasi, panitera atau Petugas Khusus bersama

dengan penyelia medis dapat meminta informasi dan alat bukti yang

berkaitan denganPeristiwayang Diadukan kepada:

a. Pengadu atau Kuasa Pengadu;

b. pasien;

c. Teradu atau PendampingTeradu;

d. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan

Praktik Kedokteranyang diadukan; dan/ atau

e. pihak lain yang terkait.

(4) Investigasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:

a. kunjungan lapangan:

b. surat menyurat; darr/atau

c. media komunikasi lainnya.

(5) Kegtatan Investigasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan

ayat (4) dilakukan secaratertutup.

(6) PelaksanaanInvestigasiditetapkan oleh MPD.

Bagian Keempat
SidangPemeriksaanDisiplin

Paragraf 1
Umum

Pasa127

Sidang pemeriksaan disiplin dilakukan untuk memeriksa dan mendengarkan

keterangan Pengadu,Teradu, serta melakukan pembuktian.

Pasal28 ...
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Pasal28

(1) Sidang pemeriksaan kasus dugaan PelanggaranDisiplin Dokter dan

DokterGigidilakukan olehMPDsecaratertutup.

(2) Sidangpemeriksaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
KetuaMPD.

(3) Dalam hal Ketua MPD berhalangan,sidang pemeriksaandipimpin oleh
salahseorangAnggotaMPDyanghadir yangditunjuk olehKetuaMPD.

(4) Dalam hal Ketua MPD tidak menunjuk Ketua sidang pengganti,sidang
pemeriksaandipimpin olehsalahseorangAnggotaMPD.

Pasal29

(1) Dalam hal MPD beranggotakan5 (lima) orang, sidang pemeriksaan
dianggapsahbila dihadiri sekurang-kurangnyaoleh3 (uga)orangAnggota
MPDdan seorangpanitera.

(2) Dalamhal MPDberanggotakan3 (tiga)orang,sidangpemeriksaandisiplin
dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang

AnggotaMPDdan seorangpanitera.

Pasa130

(1) Jadwalsidangpemeriksaandisiplin ditetapkanolehPimpinanMKDKI.

(2) Penetapanjadwal sidangsebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan

setelahberkoordinasidenganmasing-masingKetuaMPD.

(3) Penetapanjadwal sidang di MKDKI dibantu oleh Sekretariat KKI yang
memfasilitasipelaksanaantugasMKDKI.

Pasal31

(1) Dalam sidang pemeriksaan disiplin, Teradu dapat didampingi oleh
PendampingTeradudanPengadudapatdidamptngtolehKuasaPengadu.

(2) Pemberitahuanhak Teradu untuk didampingt oleh PendampingTeradu
ataupun hak Pengadu untuk didampingi oleh Kuasa Pengadu,
dicantumkandalamsurat pemanggilansidangpemeriksaandisiplin.

(3) PendampingTeradu dan Kuasa Pengadusebagaimanadimaksud pada
ayat (1) mempunyai hak bicara selama sidang pemeriksaan disiplin
berlangsungatasizin ketua sidang.

Pasal32

Pemanggilanuntuk menghadirisidangpemeriksaandisiplin terhadapTeradu,
Pengadu,Saksi,dan/atauAhli dilakukan secaratertulis.

Pasal33 ...
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Pasa133

Teraduatau yang diberi kuasa dapat diberi atau memintapetikan dokumen
Pengaduanuntuk dtpelajariatasizin KetuaMPD.

Pasa134

(1) Teradudan SaksiatauAhli yangberprofesiDokteratau DokterGigiyang
terregtstrasi di KKIwajib hadir dalamsidangpemeriksaandisiplin kecuali
denganalasanyangdapatditerimaolehMPD.

(2) Alasan yang dapat diterima sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
merupakanalasanyangdisebabkanoleh:

a. gangguan kesehatan fisik dan/atau mental berdasarkan surat
keterangandokteryangmemiliki SIP;

b. bencanaalam;

c. gangguantransportasiakibat terjadinyakecelakaanlalu lintas berat;

d. huru hara;dan

e. alasanlain yangditetapkanolehMPD.

(3) Dalam hal Teradu dan Saksi atau Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak hadir dalam sidang pemeriksaan disiplin yang telah
dijadwalkandan telah dipanggilsecarasah dan/atau tidak menanggapi
panggilantanpa alasanyangdapatditerimasebagaimanadimaksudpada
ayat (2), Ketua MKDKI dapat meminta kepadakepala dinas kesehatan
setempat,pimpinanunit kerja yangbersangkutan,atau ketua Organisasi
Profesiterkait setempatuntuk mendatangkanTeradudan SaksiatauAhli
tersebut.

(4) Jika Saksi yang berprofesiDokter atau Dokter Gigi yang terregistrast di
KKI tidak hadir dalam 3 (ttga)kali sidang pemeriksaandisiplin tanpa
alasan yang dapat diterima sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan
telah dipanggilsesuaidenganketentuandalamPeraturanKKI ini, Saksi
tersebut dapat dikenakan sanksi berupa rekomendasipencabutanSTR
palinglama3 (tiga)bulan.

(5) Pelaksanaanpenegakansanksi atas pelanggarantata cara persidangan
sebagaimanadimaksudpadaayat (4)diatur lebih lanjut dalamPeraturan
KKI.

Pasal35

Jika Teradutidak hadir tanpa alasan sebagaimanadimaksuddalamPasal34
ayat (2) dan ayat (3), sidang pemeriksaandisiplin dapat dilanjutkan tanpa
kehadiranTeradu.

Pasal36

Untuk kepentingan pemeriksaandisiplin, Pengaduatau Kuasa Pengadu,
pasien,dan Teraduyang terkait denganPengaduanharus menyerahkanalat
bukti yangdimiliki.

Paragraf2...
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Paragraf2

Pembuktian

Pasal37

Alat bukti yangdapatdiajukan padasidangpemeriksaandisiplin berupa:

a. surat-surat dari/atau dokumen-dokumen;

b. keteranganSaksi-Saksi:

c. keteranganAhli; dan/atau

d. keteranganTeradu.

Pasal38
Surat-suratdari/atau dokumen-dokumensebagaimanadimaksuddalamPasal
37 huruf a adalah surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang
berhubungandenganPeristiwayangDiadukan.

Pasal39
(1) KeteranganSaksi-Saksisebagaimanadimaksud dalam Pasal37 huruf b

dapat dianggapsebagatalat bukti, jika keteranganitu berkenaandengan
hal yangdialami,dilihat, atau didengarsendiri.

(2) KeteranganSaksi-Saksisebagaimanadimaksud dalam Pasal37 huruf b
diperolehsecaralangsungdi dalampersidangan.

(3) Dalamhal Saksi tidak dapathadir dalampersidangan,keteranganSaksi
diberikandalambentuk tertulis sebagaialat bukti surat./dokumen.

Pasa140

Saksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal39 ayat (2) harus mengucapkan
sumpah/janji menurut agamanyadi hadapansidangpemeriksaandisiplin.

Pasa141

Jika Saksitidak dapatberbahasaIndonesia,bisu, atau tuli, KetuaMPDdapat
menunjuk seorangpenerjemahyang mengucapkansumpah sesuai dengan
agamadankepercayaannya.

Pasa142

Dalam hal tertentu dan diperlukan, MPDdapat memintapasienyang terkait
denganPengaduanuntuk hadir dalam sidang pemeriksaandisiplin sebagai
Saksi.

Pasal43

Orangyangtidak bolehdtdengarsebagaiSaksiadalah:

a. orangyang belum dewasayaitu orangyang belum dewasasebagairnana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali
keterangannyabersesuaiandenganalatbukti sahlainnya;atau

b. orangyangdi bawahpengampuan(curatele).

Pasa144...
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Pasal44

(1) KeteranganAhli sebagaimanadimaksud dalam Pasal37 huruf c adalah

pendapatyang disampaikan oleh orang yang memiliki pengalamandan

pengetahuan khusus di bidang yang terkait dengan Peristiwa yang

Diadukan.

(2) KeteranganAhli dikemukakan di hadapan

dengan mengucapkan sumpah/janji

kepercayaannya.

(3) KeteranganAhUsebagaimanadimaksud pada ayat (1)diberikan olehAhli

yang ditetapkan oleh MPD,yang berasal dari mitra bestari (peer group),

institusi yang berkaitan denganpendidikan serta pelayanankedokteran,

dan/atau Kolegium.

(4) KeteranganAhli tidak dapat diberikan oleh orang yang memiliki konflik

kepentingandengankasusyangditanganiolehMKDKI.

sidang pemeriksaandisiplin

menurut agama dan

Pasa145

(1) Keterangan Teradu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 huruf d

dianggapsebagaialat bukti jika keteranganTeraduyangdiberikan berupa

hal yang ia dengarsendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

(2) Keterangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) hams dilakukan di

hadapansidangpemeriksaandisiplin.

(3) Jika keteranganTeradu tidak dapat diberikan sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)dan ayat (2)denganalasan yang dapat diterima MPD,maka

MPDdapatmemintaketeranganTeradudi tempat yangditetapkanMPD.

Paragraf3

KeputusanSela

Pasal46

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan/atau
untuk mencegah terulangnya Peristiwa yang Diadukan, MPD melalui
KetuaMKDKIdapatmemberikankeputusanselakepadaTeradu.

(2) Pemberiankeputusan sela kepadaTeradu sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Investtgasi dan pemeriksaan alat
bukti serta kondisi kesehatanfisik dan/atau mental Teradu yang dapat

membahayakanpasiendan masyarakat.

(3) Pemberiankeputusan sela kepadaTeradu sebagaimanadimaksud pada

ayat (1)dilakukan setelahdibahasdalamrapat plenoMKDKI.

(4)Keputusan...
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(4) Keputusansela sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa perintah

kepada Teradu untuk menghentikan sementara Praktik Kedokteran

sampai dengan selesainyaproses pemeriksaanTeradu atau sampai

dengan ditetapkannya keputusan tentang Teradu dinyatakan ttdak

bersalahatauTeradudiberikansanksidisiplin.

BagianKelima

KeputusanMajelisPemeriksaDisiplin

Pasal47

(1) Jika pemeriksaandisiplin telah selesaidan dianggapcukup, MPDharus

menetapkankeputusanterhadapTeradu.

(2) KeputusanMPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupa:

a. dinyatakantidak ditemukanPelanggaranDisiplin Dokterdan Dokter

Gigi:

b. dinyatakanTeraduterbukti melakukanPelanggaranDisiplin Dokter

danDokterGigidenganpemberiansanksidisiplin,berupa:

1. peringatantertulis;

2. rekomendasipencabutanSTRyangbersifat:

a) sementarapalinglama2 (dua)tahun, dapatberupa:

1) pencabutan seluruh kewenanganuntuk melakukan

PraktikKedokteran;

2) pencabutankewenanganpadaareakompetensitertentu

untuk melakukanPraktikKedokteran.

b) tetapatauselamanya.

3. kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam

bentuk:

a) mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kedokteran

berkelanjutanyang terakreditasisesuai denganketentuan

peraturanperundang-undangan;atau

b) bekerja di bawahsupervisi(magang)di institusi pendidikan

kedokteranatau kedokterangigiyangterakreditasi,fasilitas

pelayanan kesehatan dan jejaringnya, atau fasilitas

pelayanankesehatanlain yangditentukan.

(3) MKDKI menetapkan pedoman internal penentuan sanksi disiplin

sebagaimanadimaksudpadaayat(2).

Pasal48 ...
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Pasa148

(1) Keputusan MPD yang menyatakan Teradu terbukti melakukan
PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi dengan sanksi disiplin
berupakewajibanmengikuti pendidikandan/atau pelatibansebagaimana
dimaksuddalamPasal47 ayat (2)buruf b angka3, barus memuatjenis,
bentuk, danjangkawaktu pemberlakuansanksitersebut.

(2) Penentuanjenis, bentuk, danjangka waktu pemberlakuansanksi disiplin
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar
pertimbangan dari Kolegium terkait dan/ atau institusi pendidikan
kedokteran/kedokterangigi.

Pasa149

(1) Dalambal Teradudikenakansanksi disiplin berupakewajibanmengikuti
pendidikan dan/atau pelatiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal47
ayat (2) buruf b angka 3, KeputusanMPDdisertai denganrekomendasi
pencabutan STR yang bersifat sementara selama jangka waktu
pelaksanaansanksidisiplin tersebut.

(2) Keputusan MPD yang menyatakan Teradu dikenakan sanksi disiplin
berupakewajibanmengikuti pendidikandan/atau pelatibansebagaimana
dimaksuddalamPasal47 ayat (2)buruf b angka3, barus mencantumkan
penambahansanksi disiplin berupa rekomendasipencabutanSTRyang
bersifat sementara apabila Teradu tidak melaksanakan pendidikan
kedokteranberkelanjutan.

Pasa150

(1) Dalam bal Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa rekomendasi
pencabutanSTRsebagaimanadimaksuddalamPasal47 ayat (2)buruf b
angka 2 buruf a) sekurang-kurangnya3 (tigal bulan, MPD barus
menetapkan kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatiban
kedokteran.

(2) KeputusanMPDyangmewajibkanTeradumengikutipendidikandan/atau
pelatihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) barus memuat jenis,
bentuk, danjangkawaktu pendidikandan/atau pelatibanbagtTeradu,

Pasa151

(1) Jika Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa rekomendasipencabutan
STRsebagaimanadimaksuddalamPasa150,KKImencabutSTRTeradu.

(2) PencabutanSTRsebagaimanadimaksudpadaayat (1)dilakukan dengan
menariksalinanSTRTeradu.

(3) Untuk kepentingan pendidikan dan/atau pelatiban sebagaimana
dimaksuddalamPasal50,KKImemberikan1 (satu)salinanSTR.

(4) 1 (satu) salinan STRsebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dipergunakanuntuk kepentinganpelayanankesebatan.

Pasal52 ...
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Pasal52

(1) Pengambilan Keputusan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dalam sidang pengambtlan keputusan dilakukan berdasarkan
musyawarah.

(2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
dart Anggota MPD yang hadir.

(3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditandatangant oleh Ketua dan Anggota MPD yang hadir.

Pasal53

(1) Dalam hal Teradu dikenai sanksi disiplin, MPD memberikan ringkasan
(resume) MPD kepada Teradu.

(2) Pemberian ringkasan (resume) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk dapat dtgunakan oleh Teradu untuk mengajukan
tanggapan akhir.

Bagian Keenam

Tanggapan Akhir

Pasal54

Jika sidang pemeriksaan disiplin sudah selesai atau dianggap cukup, MPD
harus menetapkan ringkasan (resume)hasil pemeriksaan.

Pasal55

(1) Petikan ringkasan (resume) hasil pemeriksaan disampaikan oleh panitera
kepada Teradu.

(2) Penyampaian petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk memberi kesempatan kepada Teradu mengemukakan tanggapan
akhir terhadap ringkasan (resume)hasil pemeriksaan tersebut.

(3) Tanggapan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
oleh Teradu kepada Ketua MPD yang memeriksa kasus dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tersebut paling lama
14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penyampaian.

Bagian Ketujuh

Keberatan Teradu

Pasal56

( 1) Dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan MPD, Teradu dapat
mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan alat
bukti baru dan/ atau argumen baru yang mendukung keberatannya
dalam waktu paling lama 30 (ttga puluh) hari kalender sejak petikan
Keputusan MPD diterima.

(2) Keberatan Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis.

(3)Jika ...
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(3) Jika sampaibataswaktu yang diberikan,tidak adapengajuankeberatan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Keputusan MPD ditetapkan
menjadiKeputusanMKDKI.

Pasa157

(1) Dalamhal Teradumengajukankeberatansebagaimanadimaksuddalam
Pasal56 ayat (1),MPDmelakukansidangpemeriksaandisiplin terhadap
keberatantersebut.

(2) Bila MPD memandang perlu, dalam hal Teradu mengajukan Saksi
dan/ atau Ahli yang meringankansebagaibukti baru, Teradu dan/atau
Saksi dan/atau Ahli yang meringankandapat didengarketerangannya
dalamsidangMPD.

Pasa158

Dalam hal Teradu mengajukankeberatanterhadapKeputusanMPD dengan
pemberiansanksi disiplin berupa kewajibanmengikuti pendidikandan/atau
pelatihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal47 ayat (2) huruf b angka 3
denganbukti baru atau denganargumentasibaru atas bukti yang tersedia
sebelumnya,MPD dapat melakukan sidang pemeriksaandisiplin terhadap
bukti baru atau argumentasibaru yangdtajukandan dapatmemintakembali
keterangan dari Kolegiurn dan/atau institusi pendidikan
kedokteran/kedokterangigi.

BagianKedelapan

KeputusanMKDKI

Pasa159

(1) Jika sidangpemeriksaanDisiplin Dokter atau Dokter Gigi sudah selesai
atau dianggapcukup danTeradutelahmemberikantanggapanakhir atau
Teradutidak memberikantanggapanakhir sampaibataswaktu yangtelah
ditentukan dalamPeraturanKKI ini, MPDharus menetapkankeputusan
terhadapTeradu.

(2) Ketua MKDKI menetapkanKeputusanMPD hasil pemeriksaandisiplin
terhadap dugaan PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi yang
diadukansebagaiKeputusanMKDKI.

(3) Dalamhal Teraduyangdikenakansanksidisiplin mengajukankeberatan,
KeputusanMKDKIsebagaimanadimaksudpada ayat (2)harus memuat
hasil pemeriksaandisiplin terhadapkeberatan.

(4) KeputusanMKDKIsebagaimanadimaksudpadaayat (2)mencantumkan
alasanpengambilankeputusan.

(5) KeputusanMKDKI sebagaimanadimaksud ayat (2) ditandatanganioleh
Ketua dan Anggota MPD yang hadir dalam sidang pengambilan
keputusan.

Pasal60 ...
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Pasal60

(1) KeputusanMKDKI bersifat final dan berkekuatantetap serta dibacakan

petikannyasecaraterbuka dalamsidangpembacaankeputusan.

(2) Sidang pembacaanKeputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanankesehatanyang ditentukan

olehMPD.

(3) Sidang pembacaanKeputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)dilaksanakanberkoordinasidengandinaskesehatansetempat.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

SekretariatKKI dalamrangkafasilitasi tempat dan keamanan.

(5) Petikan keputusan sebagaimanadimaksud ayat (1) ditandatangani oleh

KetuadanAnggotaMPDyanghadir dalamsidangpembacaankeputusan.

(6) Sidangpembacaankeputusansebagaimanadimaksudpadaayat (2)dapat

dihadiri olehTeradu,Pengadu,dinaskesehatanprovinsi/kabupaten/kota,

OrganisasiProfesi,dan pihak lain yangberkepentingan.

Pasa161

(1) Keputusan MKDKI mengtkat Teradu, KKI' dan dinas kesehatan

kabupaten/kotayangmenerbitkanSIPTeradu.

(2) TerhadapKeputusanMKDKI sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KKI'

dinas kesehatan kabupaten/kota terkait, dan OrganisasiProfesiharus

menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan

pembinaansesuaitugasdan fungsimasing-masing.

Pasa162

(1) Keputusan MKDKI merupakan keputusan dalam bidang disiplin profesi

Dokterdan DokterGigi.

(2) Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

keputusan menyangkut bidang hukum sehinggatidak dapat diartikan

adanyapelanggarandan/atau kesalahandi bidanghukum.

(3) Keputusan MKDKI memuat pula rumusan kata-kata sebagaimana

dimaksudpadaayat (1)dan ayat (2).

BAB VI ...
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BABVI

TATACARAPELAKSANAANSANKSIDISIPLIN

BagianKesatu

PetikanKeputusanMKDKI

Pasal63

(1) MKDKImenyampaikanpetikan KeputusanMKDKIkepadaKKI.

(2) Petikan Keputusan MKDKI yang disampaikan kepada KKI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga memuat rumusan kata-kata sebagaimana
dimaksud dalamPasal62 ayat (1)dan ayat (2).

(3) Penyampaianpetikan keputusan sebagaimanapada ayat (1) dilakukan
setelahsidangpembacaanKeputusanMKDKIdilaksanakan.

Pasal64

(1) Penyampaianpetikan Keputusan MKDKI kepada Pengadu atau Kuasa
Pengadu,dilakukan oleh KKI berdasarkanpermintaan tertulis dari pasien
dan/ atau keluarganya.

(2) Dalam hal pasien dan/ atau keluarganya sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) meminta legalisasi petikan Keputusan MKDKI, Sekretariat KKI
membubuhkan stempel bertuliskan sesuai asli pada setiap lembar yang
dilegalisasL

BagianKedua

PelaksanaanKeputusanMKDKI

Pasal65

(1) Dalam pelaksanaanKeputusanMKDKI,KKI membuat:

a. surat pelaksanaan Keputusan MKDKI yang melampirkan petikan
Keputusan MKDKI, untuk keputusan yang menetapkan Teradu
sebagaimanadimaksud dalam Pasal47 ayat (2)huruf a dan huruf b
angka 1;

b. Keputusan KKI, untuk keputusan yang menetapkan Teradu
sebagaimanadimaksud dalam Pasal47 ayat (2)huruf b angka 2 dan
angka3 sertamelampirkanpetikan KeputusanMKDKI.

(2) Surat pelaksanaan Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI sebagaimana
dimaksud padaayat (1)wajib dibuat berdasarkanKeputusanMKDKI.

(3) Surat pelaksanaanKeputusan MKDKI dan Keputusan KKI sebagaimana
dimaksud padaayat (1)ditandatanganioleh KetuaKonsil Kedokteranatau
Ketua Konsil KedokteranGigi sesuaidisiplin keilmuan Teradu.

(4)Surat ...
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(4) Surat pelaksanaanKeputusanMKDKI dan KeputusanKKI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)besertapetikan KeputusanMKDKI disampaikan
kepada Teradu, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu praktik,
dinas kesehatan Provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menerbitkanSIPTeradu,institusi pendidikantempatpelaksanaansanksi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b angka 3,
OrganisasiProfesidi ttngkat pusat dan cabang,dan/atau Kementerian
Kesehatan.

(5) Surat pelaksanaan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud
padaayat (1)huruf a disampaikansetelahpembacaanKeputusanMKDKI
sebagaimanadimaksuddalamPasal63 ayat (3).

(6) Penyampaian Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikanmelalui surat kepada Teradu dan pihak
terkait.

Pasa166

(1) Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa pencabutan STR
sebagaimanadimaksud dalamPasal47 ayat (2)huruf b angka2 huruf a)
angka 1) dilarang melakukan Praktik Kedokteran dan seluruh
kewenanganTeradu dicabut dalam jangka waktu pelaksanaan sanksi
disiplin sesuaidenganKeputusanMKDKI.

(2) Pelaksanaan pencabutan STR dilakukan oleh KKI dengan
mempertimbangkanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal51.

(3) PelaksanaanpencabutanSIP sebagaikonsekuensidari pencabutanSTR
dilakukan oleh dinas kesehatankabupaten/kota yang menerbitkan SIP
dan SIP yang dicabut tersebut harus disimpan di dinas kesehatan
kabupaten/kotayangbersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencabutan STR
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat Konsil
Kedokteranuntuk Dokterdan KonsilKedokteranGigiuntuk DokterGtgi.

Pasal67

Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa pencabutan kewenangan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal47 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a)
angka 2), selamamasa pelaksanaansanksi disiplin hanya dapat melakukan
Praktik Kedokterandalamkewenangantertentu sesuaiKeputusanMKDKI.

Pasa168

Teradu yang dikenakan sanksi disiplin pencabutan STR yang bersifat
sementaradapat mengajukankepada KKI untuk rnengikuti kegiatan dalam

rangkamenjagaketerampilanklinis Teradu.

Pasa169...
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Pasal69

(l) Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti
pendidikan dan/ atau pelatihan berupa magang sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b angka 3 huruf b}, selama masa
pelaksanaansanksi disiplin hanya dapat melakukan Praktik Kedokteran
di bawahsupervisi.

(2) Dalamhal Teradudikenakansanksidisiplin sebagatmanadimaksudpada
ayat (1), Teradu wajib mengajukan perrnohonan penetapan tempat
pelaksanaanpendidikandan/ atau pelatihankepadaKolegium terkait.

(3) Kolegium menetapkan tempat pelaksanaan pendidikan dan/ atau
pelatihan sesuaiperrnohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2).

(4) Koleglum melaporkan kepada KKl mengenai pelaksanaan ketentuan
sebagaimanadimaksudpadaayat (3).

(5) Teraduyang tidak melaksanakanketentuan sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penundaan penerbitan STR
padaprosesregtstrasiulang.

(6) Penundaansebagaimanadimaksud pada ayat (5) berlaku sampaidengan
Teradu melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dan ayat (2).

Pasal70

(1) Pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan Keputusan MKDKl
dilakukan oleh KKl bersama pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
OrganisasiProfesisesuaidenganfungsi dan tugasmasing-masing.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1)diatur denganPeraturanKKl.

BAB VII

DOKUMENTASI

Pasal71

(1) Kecuali Keputusan MKDKl, seluruh surat-surat dan/atau dokumen-
dokumen yang terkumpul dan didapatkan atau dihasilkan serta terkait
denganpenegakanDisiplin Dokter dan Dokter Gigiberstfat rahasia.

(2) Pembukaan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku, putusan pengadilan, dan/ atau izin
KetuaMKDKl.

Pasal72 ...
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Pasal72

(1) Sekretariat KKI bertanggung jawab atas pendokumentasian dan

pencatatanseluruh dokumenyangterkait denganKeputusanMKDKI.

(2) Pencatatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai

bahan pertimbangan KKI untuk penerbitan STRdalam rangka registrast

ulang.

BABVIII

PEMBIAYAAN

Pasal73

(1) KKI dan MKDKI tidak mengenakanbiaya dalam prosespenanganankasus

dugaan PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi maupun dalam

prosespelaksanaansanksi disiplin.

(2) Biaya kehadiran Pengaduatau Kuasa Pengadu,Teradu atau Pendamping

Teradu, dan Saksi-Saksi dalam sidang pemeriksaan disiplin ditanggung

olehyangbersangkutan.

(3) Biaya kehadiran Ahli untuk transportasi dan jasa profesi dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian

PelaksanaanAnggaran(DIPA)SekretartatKKI.

(4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaansanksi disiplin berupa kewajiban

mengtkutt pendidikan dan/ atau pelatihan di institusi pendidikan

kedokteranatau kedokterangigi ditanggungolehTeradu.

(5) Pihak yang menetapkan biaya dalam pelaksanaansanksi disiplin hams

memperhatikanprinsip akuntabilitas.

BABIX

KETENTUANPERALIHAN

Pasa174

Semuakasus dugaanPelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter Gigi yang belum

selesai prosesnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Konsil

Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi harus

menyesuaikandenganPeraturanKKI ini.

BABX ...
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BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal75

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan penerimaan

Pengaduan, klarifikasi, pemeriksaan awal, Investlgasi, sidang

pemeriksaandisiplin, pembuktian, tanggapanakhir Teradu, keberatan

Teradu, dan prosedur penetapan Pengaduan tidak dapat diterima,

Pengaduanditolak, pembentukan MPD, pencabutan Pengaduan,serta
prosedurpembuatankeputusansela,KeputusanMPD,KeputusanMKDKI
diatur dengan prosedur kerja tata cara penanganan kasus dugaan
PelanggaranDisiplin Dokterdan DokterGigi.

(2) Prosedurker]asebagaimanadimaksudpadaayat (1)ditetapkanolehrapat

plenoMKDKI.

Pasal76

Ketentuanmengenaiberituk-bentuk PelanggaranDisiplin Dokter dan Dokter

Gigidiatur denganPeraturanKKI.

Pasal77

DalammelaksanakanKeputusanMKDKI,pemerintahdaerahkabupaten/kota,

dinas kesehatankabupaten/kota yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi

Profesi, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan Praktik
Kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau

KementerianKesehatanserta pihak lain harus mengacupada PeraturanKKI
ini.

Pasa178

(1) Jika pada pemeriksaandisiplin ditemukan pelanggaranetika, MKDKI

meneruskanPengaduanpactaOrganisasiProfesi.

(2) Pelanggaranetika sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1)merupakan

pelanggaranetika murni yang tidak terkait denganPraktik Kedokteran
dan tidak termasuk dalam kategori PelanggaranDisiplin Dokter dan

DokterGigi.

Pasal79

Padasaat Peraturanini mulai berlaku, PeraturanKKI Nomor20 Tahun 2014
tentang Tata Cara PenangananKasus Dugaan PelanggaranDisiplin Dokter

dan DokterGigidicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasa180...



- 27 -

Pasa180

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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